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ABSTRAK 

 

DONNY SUPARDAN, 1863002161 

PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI e-

COMMERCE ONLINE MARKETPLACE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA 

176 halaman, 5 bab, xiv, 4 tabel, 53 gambar, 2 lampiran  

Daftar Pustaka: 42 buku dan peraturan, 4 artikel (1977 - 2019) 

 

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Saat ini 

transaksi e-Commerce Online Marketplace sedang berkembang pesat di 

Indonesia. Pengawasan pajak saat ini harus mengikuti perkembangan transaksi 

dari konvensional menjadi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses, kendala, dan strategi pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi 

e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan 

menjelaskan pegawasan kepatuhan perpajakan meliputi formal dan material atas 

4 pilar kepatuhan yaitu pendaftaran, pelaporan, kebenaran pelaporan, dan 

pembayaran. Kendala yang dihadapi terkait kendala regulasi dan kendala data. 

Strategi yang dilaksanakan berupa kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

perpajakan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pengawasan kepatuhan 

perpajakan atas transaksi e-Commerce Online Marketplace ditingkatkan baik 

terhadap penyedia marketplace maupun penjual. Diperlukan regulasi yang tegas 

mengenai kewajiban penyediaan data oleh penyedia marketplace dan 

penggunaan teknik web scraping dalam mengumpulkan data transaksi ini. 

 

Kata kunci: pajak, pengawasan, e-Commerce Online Marketplace. 
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ABSTRACT 

 

DONNY SUPARDAN, 1863002161 

TAX COMPLIANCE SUPERVISION FOR e-COMMERCE ONLINE 

MARKETPLACE TRANSACTIONS AT JAKARTA SETIABUDI TIGA TAX 

OFFICE 

176 pages, 5 chapters, xiv, 4 tables, 53 pictures, 2 appendices 

Bibliography: 42 books and regulations, 4 articles (1977 - 2019) 

 

Taxes provide the largest contribution to state revenue. Currently, e-

Commerce Online Marketplace transactions are growing rapidly in Indonesia. Tax 

supervision must follow the development of transactions from conventional to e-

commerce. This study aims to determine the process, constraints, and tax 

compliance supervision strategies for e-Commerce Online Marketplace 

transactions at Jakarta Setiabudi Tiga Tax Office. This research was conducted 

using a qualitative descriptive method and explains the supervision of tax 

compliance which includes formal and material aspects of the 4 pillars of 

compliance, namely registration, reporting, reporting accuracy, and payment. The 

obstacles faced were related to regulatory and data constraints. The strategy 

implemented was in the form of tax intensification and extensification activities. 

Based on the results of this study, it is recommended that the supervision 

of tax compliance on e-Commerce Online Marketplace transactions should be 

improved both for marketplace providers and sellers. It is required strict regulations 

regarding the obligation to provide data by marketplace providers and the use of 

web scraping techniques to collect this transaction data. 

 

Keywords: tax, supervision, e-Commerce Online Marketplace.  
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara. Dalam postur 

APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah 

ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. 

Target Penerimaan Perpajakan 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun terdiri dari target 

penerimaan pajak sebesar Rp1.424 triliun dan target penerimaan bea cukai 

sebesar Rp194,1 triliun. Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan 

pajak tahun 2018 mencapai Rp1.315,93 triliun, atau hanya 92,41% realisasi dari 

target APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun. Artinya kekurangan penerimaan 

(shortfall) pajak tahun 2018 sebesar Rp108,07 triliun.  

Salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak adalah rasio 

pajak. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak 

terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak dalam arti sempit adalah rasio 

penerimaan perpajakan terhadap PDB, sedangkan rasio pajak dalam arti luas ratio 

penerimaan perpajakan ditambah penerimaan SDA Migas dan Minerba terhadap 

pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama. Meskipun rasio pajak bukan 

satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak, sejauh ini, 

rasio pajak menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi 

perpajakan di suatu negara. Selain itu, rasio pajak dianggap sebagai referensi 

sederhana untuk menilai kapasitas sistem perpajakan di suatu negara. Berikut 

perkembangan rasio pajak Indonesia tahun 2013-2018: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto
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Gambar 1.1 Tax Ratio Indonesia 2013-2018 

 

Sumber: Informasi APBN 2018 (halaman 8) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, “salah satu penyebab 

rendahnya rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia adalah masih 

rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (tax compliance)” 

(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-

wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/).  Salah satu upaya untuk meningkatkan tax 

ratio dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak adalah kegiatan 

ekstensifikasi perpajakan. Salah satu sasaran ekstensifikasi yang berpotensi 

meningkatkan tax ratio adalah pelaku yang terlibat dalam transasksi e-commerce.  

Era digital telah merambah ke semua bidang kehidupan, termasuk bisnis. 

Dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan peningkatan jumlah pengguna 

Internet, potensi ekonomi digital Indonesia kemungkinan akan berkembang 

melalui bisnis e-commerce. Penelitian oleh Google dan Temasek dalam laporan 

e-Conomy SEA 2018 menunjukkan bahwa total nilai barang dagangan (GMV) 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-nilai-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah/
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industri e-commerce Asia Tenggara tahun 2018 mencapai US $ 23,2 miliar, atau 

setara dengan Rp 336,4 triliun (dengan asumsi pertukaran US $ 14.500 per dolar 

AS). Jumlah ini telah meningkat 114% dibandingkan dengan 2017 (hanya USD 

10,9 miliar). Di Indonesia sendiri pada tahun 2018, e-commerce GMV mencapai 

USD 12,2 miliar. Dengan kata lain, Indonesia menyumbang 50% dari transaksi 

belanja e-commerce di Asia Tenggara. 

Gambar 1.2 GMV industri e-Commerce di Asia Tenggara 

 

Sumber: Riset Google dan Temasek dalam e-Conomy SEA 2018, halaman 8 

 

Gambar 1.3 GMV industri e-Commerce di Indonesia 

 

Sumber: Riset Google dan Temasek dalam e-Conomy SEA 2018, halaman 9 

https://www.tempo.co/tag/e-commerce
https://www.tempo.co/tag/e-commerce
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Pesatnya pertumbuhan e-commerce dikaitkan dengan konsumen Asia, 

khususnya Indonesia, yang sangat bergantung pada pembelian produk secara 

online. Potensi ekonomi digital yang dibawa oleh bisnis e-commerce memiliki 

peluang untuk berkembang di Indonesia. Menurut data dari Lembaga Penelitian e-

Marketer, jumlah pengguna Internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun. 

Gambar 1.4 Daftar Pengguna Internet terbesar di dunia 2013-2018 

 

Sumber: www.eMarketer.com 

Indonesia berada di peringkat keenam di antara negara-negara dengan 

pengguna Internet terbanyak pada tahun 2018. Di atas Indonesia, lima negara 

pengguna Internet teratas di dunia adalah Cina, Amerika Serikat, India, Brasil, dan 

Jepang. Dalam tren transaksi e-commerce yang berkembang, banyak toko ritel 

tutup, termasuk 7-11 (Sevel), Matahari Pasaraya Blok M dan Manggarai, Lotus, 

Debenhams, dan GAP. Sementara mengurangi gerai penjualan, ada Hero Group 

dan MAP. 
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Gambar 1.5 e-Commerce Indonesia dengan Pengunjung Terbanyak 

Triwulan IV 2018 

 

Sumber: iPrice.com 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengawasi wajib pajak terkait 

dengan transaksi e-Commerce Online Marketplace, yaitu PT Tokopedia 

(Tokopedia). Menurut data iPrice periode triwulan IV 2018, Tokopedia adalah situs 

e-commerce paling populer di Indonesia dengan 168 juta pengunjung, lebih 

banyak daripada kunjungan e-commerce lainnya. 

Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga yaitu melaksanakan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok 

tersebut, pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi e-Commerce Online 

Marketplace di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah 
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hal yang sangat penting. Dengan pertumbuhan industri e-Commerce Online 

Marketplace yang cepat, pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi ini 

sangat penting dalam upaya mencapai target penerimaan pajak. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Platform e-Commrce Online Marketplace memberikan banyak kemudahan, 

dari mengurangi jalur distribusi, persaingan harga yang lebih transparan, hingga 

meminimalkan biaya penyediaan toko fisik dan etalase toko. Jika pelapak 

konvensional dapat dideteksi oleh alamat toko dan etalase toko yang sebenarnya, 

maka hal yang sama tidak berlaku untuk e-Commrce online marketplace. Mereka 

dapat dengan bebas memasarkan, menjual, dan mengirimkan barang dari rumah-

rumah tertutup. Menurut Adam Smith dalam pemungutan pajak negara tidak boleh 

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

Perbedaan dalam karakteristik transaksi e-commerce dengan transaksi 

konvensional telah menyebabkan masalah dalam menerapkan peraturan 

perpajakan. Pemungutan pajak untuk e-commerce sangat bergantung pada 

kepatuhan dari para pelaku usahanya sendiri. Karena itu, dibandingkan dengan 

transaksi konvensional, transaksi e-commerce masih memiliki peluang besar 

untuk menghindari pemungutan pajak. Transaksi e-Commrce online marketplace 

di Indonesia berkembang pesat, namun DJP mengalami masalah dalam memajaki 

transaksi e-Commrce online marketplace. Masalah utama adalah bagaimana DJP 

(Direktorat Jenderal Pajak) memvalidasi data transaksi bisnis e-commerce. Ini 

adalah alasan utama rendahnya penerimaan transaksi e-commerce di sektor 

domestik. 
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David Lyon (Tjerk Timan dan Maša Galič 2017) mengatakan bahwa salah 

satu tujuan pengawasan adalah mempengaruhi. Dalam penelitian ini pengawasan 

yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak 

terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan 

perpajakannya menjadi lebih patuh. Dengan pengawasan yang optimal 

diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Pengawasan perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak 

dilakukan dengan strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Strategi 

ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan basis data perpajakan terkait dengan 

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan strategi intensifikasi bertujuan untuk 

mengawasi pemenuhan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

terdaftar telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengawasi wajib pajak terkait 

dengan transaksi e-Commerce Online Marketplace, yaitu PT Tokopedia 

(Tokopedia). Telah diterbitkan 6 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

atas jenis pajak PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 yang telah disetor Wajib Pajak 

tahun 2018. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 

harus dibayar oleh wajib pajak. Penerbitan SKPKB tersebut merupakan indikasi 

bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakannya 

dengan benar. Selain strategi pengawasan intensifikasi, dalam transaksi e-

Commerce Online Marketplace juga diperlukan strategi pengawasan ekstensifikasi 

perpajakan. Kegiatan pengawasan dalam ekstensifikasi perpajakan ini bertujuan 

untuk meningkatkan basis data perpajakan terkait jumlah wajib pajak terdaftar. Hal 
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ini berkaitan dengan belum adanya aturan yang secara tegas mewajibkan pelaku 

yang terlibat dalam transaksi e-Commerce Online Marketplace (khususnya para 

penjual) untuk mendaftarkan diri / memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Pengawasan kepatuhan perpajakan atas transaksi e-Commerce Online 

Marketplace sangat penting dalam upaya mencapai target penerimaan KPP 

Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. 

 

1.3 Fokus Masalah 

Transaksi e-Commerce di Indonesia bervariasi dalam bentuk antara lain 

berupa Classified Ads, Marketplace, Retail Online dan Daily Deals. Peneliti 

memfokuskan penelitian terhadap pengawasan kepatuhan perpajakan atas 

transaksi e-Commerce Online Marketplace atas Wajib Pajak baik Penyelenggara 

Online Marketplace maupun Online Marketplace Merchant (Penjual) di wilayah 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (di wilayah Kelurahan Karet Semanggi, 

Jakarta Selatan). 

 

1.4 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peningkatan transaksi e-

Commerce Online Marketplace memerlukan pengawasan kepatuhan perpajakan 

bagi pelaku usaha e-Commerce Online Marketplace untuk meningkatkan 

kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun rumusan 

permasalahannya adalah bagaimana pengawasan kepatuhan perpajakan atas 

transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 

Tiga? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses pengawasan kepatuhan 

perpajakan atas transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP 

Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. 

2. Untuk menjelaskan kendala apa yang dihadapi dalam pengawasan 

kepatuhan perpajakan atas transaksi e-Commerce Online Marketplace di 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. 

3. Untuk menjelaskan strategi pengawasan kepatuhan perpajakan atas 

transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta 

Setiabudi Tiga. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut 

di bidang Manajemen Keuangan Negara, terutama dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan atas transaksi e-Commerce 

Online Marketplace. 

b. Manfaat terhadap dunia praktis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi 

kepada para pimpinan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai solusi 

alternatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak atas transaksi e-Commerce 

Online Marketplace. dan memberikan referensi bagi wajib pajak dalam 

memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce 

Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sebagai 

berikut: 

Pengawasan yang telah dilakukan Account Representative Seksi 

Waskon Tiga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak 

dari Wajib Pajak Online Marketplace. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak 

tahun 2019 sebesar Rp256,67 Milyar yang meningkat 144,55% dari 

penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp104,96 Milyar. Pengawasan 

kepatuhan perpajakan atas transaksi e-commerce Online Marketplace di 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi tiga dilakukan terhadap 3 pihak yang 

terlibat dalam transaksi tersebut yaitu penyelenggara Online Marketplace 

sebagai Wajib Pajak terdaftar, Penjual dalam rangka ekstensifikasi basis 

pajak, dan Pembeli dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak.  

KPP Pratama Jakarta Setiabudi telah melaksanakan pegawasan 

kepatuhan perpajakan meliputi formal dan material atas pilar kepatuhan 

pendaftaran, pilar kepatuhan pelaporan, pilar kepatuhan kebenaran 

pelaporan, dan pilar kepatuhan pembayaran. Dalam proses pegawasan 

kepatuhan perpajakan tersebut, Account Representative melakukan 

analisis laporan keuangan dan ekualisasi data SPT Tahunan dan SPT 

Masa yang telah dilaporkan Wajib Pajak. Hasil pengumpulan data dan 
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ekualisasi tersebut ditindaklanjuti dengan Data sasaran untuk dilakukan 

ekstensifiksi perpajakan, Permintaan Penjelasan atas data dan/atau 

keterangan yang dilakukan oleh Account Representative di seksi 

pengawasan dan konsultasi, dan/tau Usulan pemeriksaan dan/atau usulan 

bukti permulaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak jika terdapat indikasi 

pelanggaran pidana. 

2. Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce 

Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga secara umum 

terkait kendala regulasi dan kendala data.  

Belum ada aturan yang secara tegas mengatur transaksi e-

Commerce Online Marketplace. Karena rekapitulasi data transaksi 

penjualan tidak diperoleh dari penyelenggara e-Commerce Online 

Marketplace, sulit untuk mendeteksi data transaksi e-Commerce Online 

Marketplace. Dalam sistem perpajakan self assessment, keberadaan basis 

data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting. Data ini akan 

digunakan sebagai pembanding untuk menguji perhitungan, penyetoran 

dan pelaporan pajak Wajib Pajak sudah benar. Jika diketahui masih salah, 

data akan digunakan sebagai dasar tindakan korektif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan atas 

Transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta 

Setiabudi Tiga dapat dilihat dari pendekatan ekonomi berupa cost of 

compliance (biaya kepatuhan) dan dari pendekatan prilaku berupa 

perception of minimal risk (persepsi risiko minimal). Konsep Compliance 

Cost berfokus pada upaya Wajib Pajak dalam mematuhi perpajakan 

perpajakan. Jika kondisi ini dikaitkan dengan tingkat kepatuhan Wajib 
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Pajak, Compliance Cost adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah kualitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajakannya. Ini berarti bahwa  semakin rendah Compliance Cost, semakin 

banyak Wajib Pajak cenderung untuk patuh, dan sebaliknya.  

Menyederhanakan mekanisme kewajiban pajak bagi Wajib Pajak 

adalah kuncinya, agar Compliance Cost dapat ditekan. Penyederhanaan 

ini dapat dicapai melalui jalur legislasi maupun inovasi. Diperlukan sinergi 

pendukung dalam bentuk menyediakan sarana pemenuhan kewajiban 

sehingga apapun yang diperlukan Wajib Pajak dapat diperoleh secara 

gratis tanpa membayar biaya. Melalui inovasi, Compliance Cost dapat 

dikurangi dengan menyediakan fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak. 

Digitalisasi mekanisme pelaporan melalui e-filing adalah salah satu 

terobosan yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan selama proses 

implementasi. Teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan 

bahwa sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai teknologi dalam 

kegiatan sehari-hari. Pemakai teknologi dalam penelitian ini adalah Wajib 

Pajak, dan penerapan sistem teknologinya adalah e-filling. Hasil penelitian 

ini bahwa e-filling memengaruhi kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. 

Penggunaan SPT e filling semakin meningkat. KPP Pratama Jakarta 

Setiabudi Tiga menyediakan tim help desk. Tim help desk terdiri dari 

Account Representative yang bertugas secara bergantian membantu Wajib 

Pajak dalam beronsultasi atau memberikan solusi untuk masalah SPT, 

pelaporan, error aplikasi, dan lain-lain. Tim Help Desk ini merupakan upaya 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dalam menurunkan cost of 

compliance. 
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Jika Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk tidak patuh dan 

berpikir bahwa hanya risiko kecil terdeteksi, Wajib Pajak tersebut 

cenderung mengambil risiko. Dalam Theory of planned behavior 

(Ajzen:1991) dikatakan bahwa Behavioral beliefs, normative beliefs, dan 

control belief adalah tiga faktor yang menentukan seseorang untuk 

berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, selanjutnya seseorang 

akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir yaitu behavior. 

Dalam penelitian ini Behavioral beliefs berupa kesadaran wajib 

pajak tentang kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang menyadari hal 

ini akan yakin bahwa pembayaran pajak sangat penting dalam 

keberhasilan pembangunan nasional. Saat ingin melakukan sesuatu, 

seseorang memiliki ekspektasi normatif dan motivasi (normative beliefs) 

untuk mencapai harapan tersebut. Dalam penelitian ini normative beliefs 

dikaitkan dengan pelayanan pajak. Jika pelayanan dari petugas pajak baik, 

sistem yang ada efisien dan efektif, akan mendorong wajib pajak untuk 

mematuhi kewajiban pelaporan. Menurut Ajzen (1991) perceived 

behavioral control adalah persepsi kemudahan atau kesulitan untuk 

melakukan prilaku. Semakin besar power of control semakin besar pula 

niat seseorang untuk melakukan perilaku. Sanksi pajak berupa bunga, 

denda administrasi, kenaikan dalam STP dan skp terkait dengan control 

beliefs. Kepatuhan wajib pajak terkait dengan persepsi wajib pajak, 

seberapa kuat sanksi pajak dapat mendukung ketaatan perilaku wajib 

pajak. 

Pelayanan yang baik dan pengawasan adalah kunci utama bagi 

KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga untuk meningkatkan kepatuhan 
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perpajakan atas Wajib Pajak yang terdaftar terutama Wajib Pajak yang 

terlibat dalam transaksi e-Commerce Online Marketplace. 

3. Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce 

Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga adalah sebagai 

berikut: 

 Optimalisasi pengawasan pelaporan dan pembayaran masa. 

Account Representative secara teratur melakukan pengawasan kepatuhan 

pelaporan dan pembayaran atas kewajiban SPT masa PPN, PPh Pasal 25, 

PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26. Pengawasan rutin 

memanfaatkan aplikasi intenal yaitu SIDJP, Apportal, MPN Info, Approweb, 

dan DMS. 

Melakukan kegiatan extra effort. Kegiatan extra effort ini dilakukan 

dengan menerbitkan Alat Keterangan (Alket), surat teguran ke Wajib Pajak 

yang belum patuh, STP, SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan) dan usulan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

Wajib Pajak.   

 

5.2 SARAN 

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce Online 

Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga tetap dilakukan dan 

ditingkatkan lagi. Perkembangan digital economy terutama e-commerce 

online marketplace yang pesat membuat potensi perpajakan dari transaksi 

e-commerce online marketplace semakin besar. Peningkatan kemampuan 

Account Representative dalam analisis laporan keuangan dan pemahaman 



 

174 
 

proses bisnis e-commerce yang terus berkembang agar Account 

Representative dapat mengawasi kepatuhan perpajakan secara maksimal. 

Account Representative yang mengawasi wajib pajak yang memiliki usaha 

sebagai penyedia platform Online Marketplace harus lebih proaktif dalam 

melakukan pengecekan secara periodik dengan metode sampling atas 

transaksi yang terjadi secara bulanan. 

2. Kendala Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce 

Online Marketplace terkait regulasi dan data. Dalam kendala tersebut 

beririsan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan atas 

Transaksi e-Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta 

Setiabudi Tiga berupa cost of compliance (biaya kepatuhan) dan 

perception of minimal risk (persepsi risiko minimal) harus diselesaikan 

permasalahannya. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada 

Compliance Cost untuk mendorong Wajib Pajak untuk berprilaku lebih 

patuh. Niat untuk memperdalam masalah ini dapat ditindaklanjuti dengan 

meninjau faktor-faktor yang berkontribusi pada Compliance Cost. 

Peningkatan Pelayanan yang baik dari Account Representative atas 

konsultasi dan penanganan masalah baik peraturan perpajakan maupun 

sistem pelaporan SPT akan berdampak positif terhadap peningkatan 

kepatuhan perpajakan. Kerjasama dengan penyedia Online Marketplace 

perlu dilakukan untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan terhadap Online 

Marketplace Merchant terkait kewajiban perpajakan. 

3. Saran Strategi Pengawasan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi e-

Commerce Online Marketplace di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga 

adalah sebagai berikut: 
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a. Usulan rumusan ketentuan terkait kewajiban penyediaan data e-

Commerce Online Marketplace sebagai berikut: 

- Bagi Online Marketplace Merchant (pedagang dan penyedia jasa yang 

berjualan melalui platform marketplace): 

Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) kepada penyelenggara online marketplace. 

Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, seperti membayar pajak final sebesar 0,5% dari omset bagi 

UMKM serta melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak, dalam hal omset melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan 

memenuhi kewajiban terkait PPN sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

- Kewajiban Penyelenggara Online Marketplace: 

Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP 

(Penghasilan Kena Pajak). Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN 

dan PPh terkait dengan kegiatan penyediaan layanan online 

marketplace kepada Online Marketplace Merchant serta melaporkan 

rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh Online Marketplace 

Merchant dan melaporkannya secara berkala kepada Kantor 

Pelayanan Pajak. 

Selain equal treatment antara transaksi konvensional dengan e-commerce 

online marketplace harus juga diperhatikan equal treatment atas transaksi 

perdagangan yang memnfaatkan media sosial sebagai platformnya. 

Diperlukan perlakuan dan tarif khusus dalam transaksi ini sehingga e-

commerce online marketplace dapat terus berkembang baik tapi di satu sisi 
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juga memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara. 

b. Mempelajari dan menggunakan teknik web scraping dalam 

mengumpulkan data transaksi e-Commerce Online Marketplace. 

Kegiatan web scraping ini mencakup penggunaan koding komputer dan 

penggunaan aplikasi. Teknik web scraping menggunakan aplikasi 

dianggap lebih mudah dalam diterapkan. Hasil dari web scraping ini 

adalah data perpajakan pelaku e commerce online marketplace berupa 

data subjek dan omset transaksinya. Data ini bisa menjadi salah satu Alat 

Keterangan (alket) dalam rangka kegiatan ekstensifikasi perpajakan. 

Agar pelaksanaan web scraping transaksi e commerce ini lebih terukur, 

perlu diatur dalam Indek Kinerja Utama (IKU) dalam rangka ekstensifikasi 

perpajakan. Dengan pengaturan IKU dan dilaksanakan oleh seluruh 

Kantor Pelayanan Pajak diharapkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan 

atas pelaku e commerce online marketplace bisa berjalan secara optimal 

dan menambah basis data perpajakan.  
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